
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

a) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen 

elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, hakim mempidana 

terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda 

sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 1 (satu) bulan. 

b) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 

aspek, Pertimbangan Yuridis dalam putusan Nomor 

12/Pid.Sus/2020/PN.Skl, memiliki dasar pertimbangan bahwa   unsur- 

unsur perbuatan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum   dan fakta 

yang terungkap dalam persidangan telah terpenuhi dan terbukti. Selain itu 

hakim juga mempertimbangkan berdasarkan aspek pertimbangan non 

yuridis yang dalam hal ini hakim mempertimbangkan nya  dengan hal-hal 

yang meberatkan dan meringankan terdakwa seperti, dalam hal 

memberratkan, terdakwa melakukan perbuatan sehingga merugikan 

korban dan dikeluarkan dari sekolah sedangkan hal yang meringankan 

terdakwa ,terdakwa bersikap sopan selama persidangan,terdakwa 

mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi 

perbuatannya,terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah. 



 

B. Saran-Saran  

Dari hasil penelitian dan permasalahan diatas penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Menjaga keadilan dan kepatutan dalam menentukan pidana, sehingga 

pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat keparahan serta 

mempertimbangkan dampak dari tindak pidana. 

2. Perlu diadakan sosialisasi terus menerus kepada pelajar untuk lebih bijak 

dan hati-hati menggunakan fasilitas elektronik salah satunya handphone.
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